
   
 
 

  
    Bandar Lampung,  30 September 2024 

  
Nomor  : 326/PM.00.02/K.LA-14/09/2024 
Lampiran : - 
Sifat : Segera 
Perihal : Imbauan Kampanye Rapat Umum dan Periklanan 
 

Kepada Yth 
Paslon Nomor Urut 2 (Eva Dwiana-Deddy Amarullah) 
Beserta Tim Pemenangan 
di - 

Tempat 
 
Dengan Hormat,  
 
1. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang; 

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan 
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta 
Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Badan 
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan 
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta 
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil 
Wali Kota; 

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta 
Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan 
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta 
Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Badan 
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan 
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta 
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil 
Wali Kota; 

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 
Walikota Tahun 2024; 

f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil 
Wali Kota; dan 

h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1383 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis 
Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
Serta Walikota dan Wakil Walikota. 

 
2. Menimbang ketentuan Pasal 30 huruf a dan angka 5 Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan 
mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi: Pelaksaan Kampanye; 

 
 
 
 
 



3. Memperhatikan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang bahwa Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat 
yang dilaksanakan secara bertanggung jawab; 
 

4. Memenuhi amanat Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang bahwa Kampanye Pemilihan dapat dilakukan melalui: 
a. pertemuan terbatas; 
b. pertemuan tatap muka dan dialog; 
c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon; 
d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; 
e. pemasangan alat peraga; 
f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau; 
g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan 

perundangundangan; 
 
5. Memperhatikan juga ketentuan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa Masa 
Kampanye dapat dijabarkan sebagaimana berikut : 
 

PROGRAM/KEGIATAN 
JADWAL 

AWAL AKHIR 

KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN 
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL 
BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL 

WALI 

  

a. 

pertemuan terbatas, pertemuan tatap 
muka dan dialog, debat publik/debat 
terbuka antarpasangan calon, 
penyebaran bahan Kampanye kepada 
umum, pemasangan alat peraga, iklan 
media massa cetak dan media massa 
elektronik; dan/atau, kegiatan lain yang 
tidak melanggar larangan Kampanye 
dan ketentuan peraturan 
perundangundangan 

Rabu, 25 September 
2024 

Sabtu, 23 November 
2024 

b. 
Iklan Media Massa Cetak dan Media 
Massa Elektronik 

Minggu, 10 November 
2024 

Sabtu, 23 November 
2024 

c. Masa Tenang 
Minggu, 24 November 

2024 
Selasa, 26 November 

2024 

 
6. Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1), (2) dan (3)  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa: 

(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, 
dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan 
Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan. 

(2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. rapat umum; b. Kampanye 
melalui Media Sosial; dan/atau c. Kampanye melalui Media Daring. 

(3) Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu 
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye 
dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye dan dikoordinasikan kepada KPU 
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 

 
7. Selanjutnya diatur dalam Pasal 41 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)  Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa: 

(1) Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dimulai pukul 09.00 
waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan 
menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia. 
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(2) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-
alun, atau tempat terbuka lainnya. 

(3) Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya 
tampung tempat pelaksanaan. 

(4) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan paling banyak: 
a. 2 (dua) kali untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan 
b. 1 (satu) kali untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. 

(5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon. 

(6) Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum 
berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan. 

 
8. Disebutkan dalam Pasal 42 ayat (1), (2), (3), dan (4)  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 

Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa: 
(1) Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara 

Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan 
disampaikan kepada: a. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil 
gubernur; dan b. KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati 
dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. 

(2) Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi: 
a. bentuk kegiatan; 
b. maksud dan tujuan; 
c. tempat dan waktu; 
d. nama pembicara dan tema materi; 
e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan 
f. penanggung jawab. 

(4) Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi 
terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan 
terkait. 
 

9. Dalam Pasal 43 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 
2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 
Wali Kota dan Wakil Wali Kota, disebutkan bahwa: 

(1) Kampanye melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b 
dilakukan selama masa Kampanye. 

(2) Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun 
untuk setiap jenis aplikasi. 

(3) Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan kepada KPU Provinsi 
dan KPU Kabupaten/Kota. 

(4) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan 
formulir yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Komisi ini. 

(5) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada: 
a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan 
b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya. 

 
10. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, 

dan Media Massa Elektronik di Kota Bandar Lampung, Sebagai bentuk langkah pencegahan yang 
dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung kepada Calon Kepala Daerah Kota Bandar 
Lampung/ Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu di Kota Bandar Lampung maka disampaikan hal-
hal sebagai berikut : 

a. Agar pelaksanaan Kampanye dengan metode rapat umum, Iklan Media Massa Cetak dan Media 
Massa Elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;  

b. Petugas Kampanye rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya. dan disampaikan juga 
salinannya kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya; 

c. Sesuai dengan Pasal 13 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 
Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, disebutkan bahwa dalam menyampaikan Materi 
kampanye rapat umum meliputi: 
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(1) Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan 
rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan jangka 
panjang daerah kabupaten/kota. 

(2) Selain materi Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan 
Calon menyampaikan program Pasangan Calon. 

(3) Pasangan Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan 
maupun tertulis kepada masyarakat. 

 
d. Sesuai dengan Pasal 16 huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, disebutkan bahwa Materi Kampanye Pemilu, harus: 
(a) menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  
(b) menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;  
(c) meningkatkan kesadaran hukum;  
(d) memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari 

pendidikan politik; dan 
(e) menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat.  
 

e. Penyelenggaraan kampanye rapat umum harus memperhatikan jadwal pelaksanaan, aspek 
keamanan dan ketertiban, serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat; 

f. Materi iklan Kampanye Pemilu wajib mendapatkan pernyataan layak untuk diedarkan atau 
ditayangkan dalam bentuk surat tanda lulus sensor sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

g. Pembuatan materi iklan Kampanye Pemilu wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan dan etika periklanan. 
 

Demikian Surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih 
 

KETUA, 
 
 
 
 

  APRILIWANDA, S.H. 
 
 

            
Tembusan: 

1. Pjs. Walikota Bandar Lampung 
2. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung 
3. Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung 
4. Arsip 
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